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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara 

partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna layanan 

publik. FKP wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagaimana tertuang dalam :  

1. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman 

penyelenggaraan  forum konsultasi publik di lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. SE Menpan RB Nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan forum 

konsultasi publik di lingkup Instansi Pemerintah;  

3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 85 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Publik. 

Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Kecamatan 

Sangasanga melaksanakan Forum Komunikasi Publik dengan kelompok 

sasaran yaitu kelurahan dan Petugas Paten Kecamatan dan Padu Desk  

Kelurahan yang bertindak sebagai Pemberi Layanan . Laporan Forum 

Komunikasi Publik Tahun 2024 dengan Bahasan Standar Pelayanan Publik 

kelurahan serta   Penetapan Layanan yang akan dimasukan dalam Aplikasi 

Survei  Indeks Kepuasan Masyarakat. 

 

B. TUJUAN DAN MANFAAT  
 

Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor                    

16 tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan 

memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, 

antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi 

kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh 

kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk 

mengusulkan/dan atau memberikan masukan serta saran kepada 



 

4 

 

penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna 

layanan.  

Manfaat diadakannya FKP sebagaimana Permenpan Nomor                   

16 tahun 2017 :  

1. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;  

2. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik;  

3. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan;  

4. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;  

5. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan;   

6. meningkatkan peran serta pengguna layanan dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

 
C.  RUANG LINGKUP FKP 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :  
 

1. Penyusunan Standar Pelayanan  Kelurahan. 

2. Jenis Layanan yang akan masuk di Aplikasi Survei IKM 2024 
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BAB II 
METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

 
 

A.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 
 
     Forum Komunikasi Publik dilaksanakan pada   : 

     Hari       :  Selasa  

Tanggal    :  09 Januari 2024  

Tempat     :  Ruang Rapat Kantor Camat Sangasanga  

Jam     :  08.00 wita  

 
 

B. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP  
 

Penyelenggara    :  Pelayanan Umum Kantor Camat Sangasanga  
Peserta FKP    :  Perangkat Kelurahan dan Petugas Padu Desk 
 
 

C. METODE PELAKSANAAN FKP  
 

Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui  tatap muka bersama 
 
D. SUSUNAN ACARA FKP  

1. Pembukaan  

2. Pengisian materi  

3. Sesi tanya jawab  

4. Penutup  
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BAB III 
HASIL PELAKSANAAN FKP 

 
A. IDENTIFIKASI MASALAH 

 
1. Adanya perbedaan Jenis jenis pelayanan pada masing masing kelurahan, mulai 

perbedaan penyebutan nama layanan, persyaratan, biaya dan waktu pelayanan. 

2. Perlunya Setiap Kelurahan Memiliki Standar Pelayanan sehingga sebagai dasar 

dalam melaksanakan Layanan yang akurat dan transparan. 

3. Keberhasilan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dengan adanya 

kepuasan masyarakat yang menerima layanan, Adapun pengukuran tingkat 

kepuasan dapat diukur melalui survei Indek Kepuasan yang dilaksanakan baik 

ditingkat kecamatan maupun kelurahan. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan 

penyebutan jenis dan  layanan ditingkat kelurahan saat diinput pada aplikasi 

SKM. 

Maka untuk tahun 2024 Penyebutan nama dan jumlah layanan akan 

diseragamkan pada aplikasi Survei Indek Kepuasan. 

 

B. RENCANA AKSI  

1. Untuk Jenis Layanan  Pengantar Kartu Keluarga  dirubah  Namanya menjadi 

Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga sedangkan Dasar 

Hukum, persyaratan dan waktu sama pada Standar Pelayanan Sebelumnya . 
 

 

2. Jenis Layanan Surat Keterangan Pindah Datang ditiadakan. 
 

3. Jenis Layanan Surat Keterangan Domisili hanya untuk badan usaha, organisasi 

sementara untuk warga menggunakan  surat keterangan tempat tinggal. 
 

4. Surat Keterangan Kematian dikeluarkan oleh kelurahan dan dikecamatan hanya 

sebatas legaliasi.  
 

5. Untuk SKCK diterbitkan oleh Kelurahan dan kecamatan hanya melegalisasi , waktu 

ditetapkan 10 menit dan gratis. 
 

6. Untuk Surat Keterangan Rekomendasi Kelompok Nelayan , Rekomendasi 

Kelompok Nelayan Tani dan Rekomendasi Kelompok Nelayan Ternak sebelum 

terpisah2 dalam penyebutan jenis layanan dan untuk tahun 2024 digabung menjadi 

Pelayanan Rekomendasi  Petani, Nelayan dan Ternak .  
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Waktu Pelayanan 15 Menit  dengan syarat syarat : 

• Pengantar RT. 

• Proposal yang berisi Permohonan, RAB,Susunan Pengurus, BA Pembentukan 

Kelompok dan Daftar Hadir, Fotocopy KTP Ketua,Sekretaris,Bendahara dan 

Sketsa Lahan. 
 

7. Untuk Layanan Surat Keterangan Tidak Mampu hanya diberikan pada masyarakat 

tidak mampu yang masuk dalam data Base Siks  NG . 
 

8.  Untuk Layanan warga yang tidak masuk dalam Data Base Siks – NG masuk dalam 

Jenis Layanan Surat Keterangan Penghasilan. 
 

9. Untuk surat Pengantar Nikah Waktu disepakati 20 menit dan syarat syarat sama 

seperti di SP sebelumnya. 

 
10. Untuk Jenis layanan yang hanya sewaktu waktu,  maka  masuk ke dalam Jenis 

Layanan Surat Keterangan lainnya dengan syarat Pengantar RT, Fotocopy KTP, 

Kartu Keluarga atau sesuai syarat yang ditentukan oleh Lembaga lain yang 

membutuhkan. 
 

11. Untuk SKPT yang sebelumnya tidak masuk dalam survei IKM untuk Tahun 2024 

masuk dalam dalam Aplikasi Survei IKM. 
 

 

12. Jenis Layanan yang masuk dalam Aplikasi Survei IKM untuk kecamatan Sebanyak 

16 Layanan dan Kelurahan sebanyak 20 Layanan. 
 

13. Nama Layanan yang telah diseragamkan akan diupload pada aplikasi Survei IKM 

sehingga memudahkan kecamatan untuk melakukan pelaporan yang dilaksanakan 

pe 6 bulan. 
 

14. Untuk survei layanan ditingkat kelurahan jika kesulitan dalam penggunaan aplikasi 

maka bisa menggunakan cara manual yaitu menggunakan quesioner dan saat 

aplikasi sudah normal bisa diupload oleh petugas sesuai dengan quesioner yang 

diisi. 

 

15. Untuk Standar Pelayanan yang sudah seragam baik nama Jenis Layanan, Syarat, 

Waktu dan Biaya tidak perlu diadakan perbaikan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik pada Kecamatan Sangasanga. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu 

dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil 

sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua 

stakeholders sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi 

kegiatan yang berkelanjutan pada Kecamatan Sangasanga.  

 

Demikianlah, laporan penyelenggaraan forum konsultasi publik Kecamatan 

Sangasanga ini disusun, dan semoga bermanfaat bagi  stakeholder pelayanan publik. 
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1. UNDANGAN 
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2. DAFTAR HADIR 
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3. BERITA ACARA 
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4. DOKUMEN 
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